BABII
TEORI MUZARA’AH, MUKHABARAH, JARAHDAN ‘URF
DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Muzara’ah dan Mukhabarah dalam Hukum Islam

1.

Pengertian muzara’ah dan mukhabarah
Secara etimologi, muzara’ah berasal dari wazn mufa’alah dari akar
kata zara’a yang sinonimnya anbata dan memiliki arti menumbuhkan,

seperti dalam kalimat:
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“Allah  menumbuhkan  tumbuh-tumbuhan artinya  Allah
menumbuhkannya dan mengembangkannya™.'

Muzara’ah disebut juga dengan mukhabarah yang berasal dari
kata, “al-Khabar’, yang artinya adalah tanah yang gembur.” Sedangkan
menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara muzara’ah dan
mukhabarah.

Sedangkan secara terminologi, muzara’ah adalah akad pengolahan
dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan kerjasama dalam
mengolah dan menanami lahan. Ulama Hanabilah mendefinisikannya

dengan penyerahan suatu lahan kepada orang yang mengolah dan

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 391.

> Ibid., 563.

? Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 6, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 562.
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menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara pemilik lahan
dan pengelola.”

Menurut ulama Syafi’iyah, mukhabarah adalah mengerjakan suatu
lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak
pekerja.’

Begitu juga pendapat Imam Rafi’i dan Imam Nawawi yang
mengatakan bahwa di dalam muzara’ah, bibit tanaman ditanggung oleh
pemilik tanah, sedangkan di dalam mukhabarah bibit tanaman ditanggung
oleh penanam. J

Dapat disimpulkan bahwa mukhabarah adalah bentuk kerja sama
antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya

akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya

dari penggarap.7

2. Dasar hukum muzara’ah dan mukhabarah
Hukum muzara’ah dan mukhabarah juga diperselisihkan. Ada
yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Pihak yang
tidak membolehkan beralasan bahwa Nabi Saw. menyuruh untuk memberi
upah, tidak muzara’ah. Sedangkan pihak yang membolehkan beralasan

pada hadis Nabi Saw. memberikan sebagian hasil tanah Khaibar kepada

* Ibid.

> Tbid.

6 Imam Tagiyuddin Abu bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar fii Alli Ghayatil Ikhtishar, Achmad
Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, jilid II, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2011), 199.

7 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 117.
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orang-orang Yahudi Khaibar dan dikuatkan dengan kenyataan di berbagai
daerah orang-orang Islam, dimana mereka menjalankan muzara’ah, tidak
menolaknya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, dan

Imam Asy-Syafi’i yang tidak membolehkan muzara’ah adalah :

&
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“Rasulullah melarang praktik muzara'ah (mengolah tanah orang
lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya), tetapi beliau memerintahkan
untuk melakukan mu'ajarah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda,
Mu'ajarah tidak dilarang."®

Mereka tidak membolehkan muzara'ah karena upah pihak
penggarap diambilkan dari hasil lahan . Ada kalanya statusnya adalah
ma’dum (tidak ada), karena pada saat dilakukannya akad hal itu memang
tidak ada. Atau ada kalanya majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak
bisa diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang
digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa
(gagal panen).’

Sedangkan dalil yang digunakan oleh kedua rekan Imam Abu
Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf), Imam Malik, Imam Ahmad,

Dawud Azh-Zhahiri dan pendapat jumhur fugaha yang membolehkan

muzara’ah adalah :

8 Muh. Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim I, KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta :
Pustaka Azzam, 2007), 685.
? Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam..., 564.
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“Nabi SAW mempekerjakan tanah Khaibar dengan separoh apa
yang keluar dari padanya (hasilnya) baik buah-buahan atau tanaman.”"°

Hukum mukhabarah yaitu mubah (boleh). Landasan hukum
mukhabarah adalah sabda Nabi Saw. :
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“Diriwayatkan dari Thawus bahwa ia pernah menyuruh orang lain
untuk menggarap ladangnya dengan sistem mukhabarah. Kata Amru: saya
katakan kepada Thawus, “Hai Ayah Abdurrahman! Sebaiknya kau hindari
sistem mukhabarah ini! Karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi
Saw. melarang mukhabarah™. Kata Thawus, “Hai Amru, saya telah
diberitahu oleh orang yang lebih tahu tentang itu (yakni Ibnu Abbas r.a.)
bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah. Beliau hanya bersabda,
“Seseorang mempersilahkan saudara muslimnya untuk menggarap
tanahnya tﬁnpa sewa adalah lebih baik daripada dia memungut sewa
tertentu . ”

Pendapat Imam Ibnu Qayyim bahwa kisah Khaibar merupakan
dalil kebolehan muzara’ah, dengan membagi hasil yang diperoleh antara

pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman

lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dan

' Imam Bukhari, Shahih Bukhari Juz II, (Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 78-79.

1 Ibid.
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harus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak ada nasakh
(penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali.'?

Selain hadis Nabi di atas, menurut 77ma’dari Bukhari mengatakan
bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah
kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara’ah dengan
pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Alj,
Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim,
Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.”"

Dari dalil di atas mereka yakini bahwa muzara’ah diperbolehkan
karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerja sama antara pemilik lahan
dan penggarap dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, sebab
terkadang orang yang memiliki lahan tidak memiliki keahlian di bidang
pertanian, sedangkan di pihak lain orang yang tidak memiliki lahan,
namun memiliki keahlian di bidang pertanian. Sehingga jika kedua orang
tersebut bekerja sama, maka hal itu bisa memberikan manfaat antara
keduanya.

Sebenarnya akad muzara’ah ini didasarkan dan bertujuan saling

tolong menolong serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak

seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 :

P
o3y Ay Je 15565 Vg iy 2 S 14555

12 Saleh bin Fauzan, Figih sehari-hari, (Jakarta : Gema Insani, 2005), 476-477.
> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2001), 99.
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Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran®."*

Muzara’ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-
orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi
muzara’ah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah
semua kerja sama yang dibolehkan syara’ berlangsung berdasarkan
keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan

kerugian.

3. Rukun dan syarat muzara’ah dan mukhabarah
a. Rukun muzara’ah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara’ah ialah ijab dan qabul
antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan menurut
Hanabilah, bahwa muzara’ah tidak memerlukan qabul secara lafaz,
tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap
qabul.”

[jab dan gabul dinyatakan sah dengan apa saja yang dapat
menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan maupun bahasa

isyarat, selama itu keluar dari orang yang berhak bertindak. '°

' Depag RI,A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 141.
"> Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 207.
' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung : PT. Alma’ari, 1987), 185.
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Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun muzara’ah ada
empat yaitu A
1) Pemilik lahan.
2) Petani penggarap.
3) Obyek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
pengelola.
4) Ijab dan gabul.
b. Syarat-syarat muzara’ah
Syarat-syarat muzara’ah yaitu : 18
1) Syarat yang bertalian ‘agidain, yaitu harus berakal.
2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya
penentuan macamnya saja yang akan ditanam.
3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu :
a) Bagian masing-masing harus disebutkan dengan jumlahnya
(persentasenya ketika akad).
b) Hasil adalah milik bersama.
¢) Bagian masing-masing adalah satu jenis barang yang sama.
d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
e) Tidak disyaratkan salah satunya penambahan yang ma’lum.
4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :

a) Tanah tersebut dapat ditanami.

" M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003),
275.

'8 Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah : Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Jakarta : Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 279.
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b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5) Hal yang berkaitan dengan waktu yaitu :
a) Waktunya telah ditentukan.
b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang
dimaksud.
¢) Waktu memungkinkan kedua pihak hidup menurut kebiasaan.
6) Hal yang berkaitan dengan alat muzara’ah, yaitu ijab dan qabul
boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya
ijab dan qabul, bahkan muzara’ah sah dilafazkan dengan lafaz

ijarah.

4. Bentuk-bentuk muzara’ah dan mukhabarah
Menurut Abu Yusuf ada empat bentuk muzara’ah, tiga
diantaranya sah sedangkan yang satu tidak sah yaitu :"*

a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan alat
dari penggarap maka hukumnya sah. Statusnya adalah pemilik lahan
mempekerjakan pihak penggarap, sedangkan alat yang digunakan
untuk membajak memang menjadi tanggungan pihak penggarap
sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan untuk menggarap lahan.

b. Apabila lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari

petani maka hukumnya sah. Statusnya adalah pihak penggarap

19 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam..., 571.
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menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang
digarap.

c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani
maka hukumnya sah. Statusnya adalah pemilik lahan mempekerjakan
penggarap dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.

d. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja
dari petani maka hukumnya tidak sah. Karena jika diasumsikan bahwa
akad tersebut penyewaan lahan maka tidak mungkin alat mengikuti
lahan dan tidak mungkin menjadikan alat sebagai konsekuensi di
dalam menyewakan lahan karena fungsi dan kegunaan lahan untuk
menumbuhkan, sedangkan alat untuk membajak lahan. Di samping itu
jika diasumsikan akad tersebut adalah mempekerjakan pihak
penggarap, maka tidak mungkin penyediaan bibit dari pihak
penggarap sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akad muzara’ah tidak sah jika
fasilitas peralatan atau pekerjaan menjadi tanggungan pemilik lahan.
Begitu juga tidak sah jika hasil panennya hanya untuk salah satu pihak
saja, atau jika merawat dan menjaga hasil panen hanya menjadi tanggung
jawab pihak penggarap, karena semua itu tidak termasuk hal yang
dibutuhkan dalam pengolahan penggarapan lahan.

Di samping itu, bentuk muzara’ah yang dilarang yaitu bila bentuk
kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang

disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman
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yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak
atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.*

Cara tersebut dilarang karena jika lahan yang di area 400 m gagal
panen, maka pemilik lahan akan mengalami kerugian dan sebaliknya jika
lahan yang di area 600 m gagal panen maka pihak penggarap yang
mengalami kerugian. Maka yang benar adalah hasil panen disatukan
terlebih dahulu baru dibagi sesuai dengan perjanjian prosentase di awal.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil
bagiannya dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui
bersama. Jika hasilnya itu banyak atau sedikit, maka kedua belah pihak
akan ikut merasakannya. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-

apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian.

5. Perbedaan muzara’ah dan mukhabarah
Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada
persamaan dan perbedaan antara muzara’ah dan mukhabarah.
Persamaannya adalah muzara’ah dan mukhabarah terjadi pada peristiwa
yang sama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain
untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya ialah pada modal, bila modal
berasal dari pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan

dari pemilik lahan disebut muzara’ah.”'

0 Ahmad Sarwat, Figih Muamalat, (t.tp. : t.p., t.t.), 120.
21 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 215.
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Di samping itu adapun perbedaan dari segi bagi hasil, jika
muzara’ah maka statusnya pemilik lahan mempekerjakan penggarap
sehingga upah dari penggarap akan didapatkan setelah hasil panen.
Sedangkan jika mukhabarah maka statusnya pemilik lahan menyewakan

lahannya dan penggarap akan membayar biaya sewa setelah panen.

6. Berakhirnya akad muzara’ah dan mukhabarah
Suatu akad muzara’ah dan mukhabarah berakhir apabila :**

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun apabila jangka waktu
habis sedangkan belum tiba panen maka ditunggu sampai panen.

b. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah satu pihak
meninggal dunia maka akad muzara’ah berakhir pula. Tetapi ulama
mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa akad tidak berakhir
dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

c. Ada salah satu uzur yang menyebabkan mereka tidak dapat
melanjutkan akad tersebut seperti pemilik lahan terlibat hutang

sehingga lahannya harus dijual atau petani uzur karena sakit.

B. Teori Jjarah dalam Hukum Islam
1. Pengertian fjarah
Secara etimologi, 7jarah adalah axasl) éu (menjual  manfaat).

Demikian pula artinya menurut terminologi syara’.>>

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., 278-279.
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Oleh karena itu, fjarah menurut Hanafiyah yaitu akad atas manfaat
yang disertai dengan imbalan. Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai akad
atas manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, dan menerima
pengganti dengan pengganti tertentu. Sedangkan Malikiyah dan
Hanabilah mendefinisikan 7jarah yaitu memberikan hak kepemilikan
manfaat sesuatu yang mubah dan disertai imbalan.**

Ada yang menerjemahkan 7jarah sebagai jual beli jasa (upah
mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang
menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat atas barang.
Jumhur Ulama berpendapat bahwa jjarah adalah menjual manfaat dan

yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.*

2. Dasar hukum 7jarah
Para fugaha sepakat jjarah merupakan akad yang diperbolehkan
oleh syara’, kecuali beberapa ulama’ seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail
bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan.
Mereka melarang akad ini karena 7jarah adalah menjual manfaat, padahal
manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan

berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Hal ini dibantah

3 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ...121.

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 5, (Jakarta
: Gema Insani, 2011), 387.

» Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, ...122.
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oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad,
tetapi secara umum dapat tercapai.26

Alasan jumhur ulama’ tentang diperbolehkannya ijarah yaitu:
a. Al-Qur’an

Surat Ath-Thalaq ayat 6:

wJ, ”}Ler_ﬁux;b \5_;

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq ayat 6).’

Surat Al-Qashas ayat 26:

-
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Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-
Qashash ayat 26).%*

b. As-Sunnah

it e ket Tog e dly Jo i 2 360 06 22 3 e oo

k.\

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah bersabda: “berikanlah
kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. %

26 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam..., 385.

" Depag RI, A/-Qur’an dan..., 560.

** Ibid., 389.

%% Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz ITI, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Iimiyah, 2009), 172.
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c. [jma’Ulama
Semua umat sepakat bahwa sewa-menyewa dan upah adalah
boleh karena bermanfaat bagi manusia, tidak ada seorang ulama pun
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa

orang diantara mereka yang berbeda pendapat.*’

3. Rukun dan syarat jjarah
a. Rukun jjarah
Menurut Hanafiyah, rukun ijarah ialah ijab dan qabul antara
dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut jumhur
ulama, rukun jjarah ada empat yaitu :*'
1) Dua orang yang berakad.
2) Sighat (ijab dan kabul).
3) Sewa atau imbalan.
4) Manfaat.
b. Syarat fjarah
Adapun syarat-syarat jjarah adalah sebagai berikut:*?
1) Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Sedangkan
menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa

keduanya tidak harus mencapai usia baligh, anak yang baru

3% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, ...167.
*' Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, ...278.
32 Nasroen Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Raden Jaya Pratama, 2000), 232-235.
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mumayiz pun boleh melakukan akad 7jarah, hanya pengesahannya
perlu persetujuan walinya.

2) Kedua pihak menyatakan kerelaannya ketika melakukan akad.

3) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu
yang memiliki nilai ekonomi.

4) Hal yang berhubungan dengan objek zjarah, yaitu
a) Objek rjarah itu sesuatu yang bisa disewakan dan dihalalkan

oleh syara’ serta manfaatnya harus diketahui.

b) Objek sjarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara

langsung dan tidak ada cacatnya.

4. Macam-macam Jjarah
Dilihat dari segi obyeknya akad 7jarah dibagi dalam dua macam
oleh para ulama figih yaitu, yang bersifat manfaat dan yang bersifat
pekerjaan (jasa). /jarah yang bersifat manfaat yaitu sewa menyewa rumabh,
took, kendaraan atau lainnya. /jarah yang bersifat pekerjaan yaitu dengan
cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.®

5. Pembayaran upah dan sewa
Jika fjarah itu adalah suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain dan tidak

3bid., 236.
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ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah pembayaran
upahnya wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat
yang diterimanya, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad penyewa
berhak menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.*

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa,
kecuali bila dalam akad itu ditentukan lain, manfaat barang yang

dijjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.®

Berakhirnya akad ijarah
Akad jjarah akan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:
a. Objek 7jarah hilang atau musnah.
b. Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan

disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad jjarah nya batal.

C. Teori ‘Urfdalam Hukum Islam

1.

Definisi ‘urf’

Secara etimologi ‘urf terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’ yang
berarti kenal. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu dan sering
diartikan dengan a/-ma’rufdengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian

“dikenal” lebih dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata

3* Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, ...172.

35 bid.
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‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “ma’ruf” yang artinya
kebajikan (berbuat baik). *°

Secara terminologi, kata ‘urf memiliki makna yaitu kebiasaan
manusia yang diikuti dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di
antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan
pengertian tertentu, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain. "’

Sedangkan ‘urfmenurut Wahbah Az-Zuhaili diartikan sebagai apa
yang dibiasakan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan
yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan
ketika didengar tidak menimbulkan makna lain. *®

Kata ‘wrf secara terminologi sama dengan istilah a/-‘adah
(kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi
dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata a/-

‘adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-

ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.>

2. Dasar hukum ‘urf’
Adapun dasar hukum ‘urf'sebagai dalil syara’, didasarkan atas :

a. Dalil al-Qur’an dalam surat Al-A’raf ayat 199 :

36 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta : Kencana, 2011), 387.
37 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta : Amzah, 2011), 209.
*¥ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz Fii Usul Al-Figh, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1995), 97.
39 :
Ibid.
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“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat manusia
disuruh mengerjakan yang ma’ruf. Dalam arti ma’ruf adalah sesuatu
yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat serta tidak

bertentangan dengan ajaran Islam.

b. As-Sunnah:
RO R I P TS S R TPS N SN S S [ N
B des iy i e T I e e D o W sl
BB s s

“Dari Muhayyishah: Unta milik Bara' bin Azib memasuki
pagar seseorang dan merusak pagar itu. Rasulullah SAW kemudian
memberi keputusan kepada pemilik pagar untuk menjaganya pada
waktu siang, sedangkan kepada pemilik hewan piaraan untuk
menjaganya pada waktu malam.”*!

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memutuskan
pada kebiasaan yang umum berlaku yaitu pemilik ternak melepaskan

ternak di siang hari dan tidak melepasnya di waktu malam. Sedangkan

pemilik kebun biasanya berada di kebun siang hari saja. Maka barang

* Depag RI,A/-Qur’an dan..., 237.
*! Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz III, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009),111-
112.
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siapa menyalahi kebiasaan ini, maka ia harus bertanggung jawab. Ini
menunjukkan bahwa “urfdiperhitungkan dalam penetapan hukum. **

c¢. Kaidah Hukum

”Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”

”Yang berlaku berdasarkan ’‘urf, seperti berlaku berdasarkan dalil
syara’.”

Yang berlaku berdasarkan ’urf, seperti berlaku berdasarkan
nash. ™
Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak
menampung dan mengakui adat itu tidak bertentangan dengan Al-
Qur’an dan Sunnah Rasul. Kedatangan Islam bukan menghapuskan
sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi

secara selektif ada yang diakui, dilestarikan dan ada yang dihapuskan.

** Anas Burhanudin, “Pedoman Penggunaan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum Syar’i “, dalam
http://almanhaj.or.id/content/3834/slash/0/pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-
syari/, diakses pada 4 November 2014.

* Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., 213.



http://almanhaj.or.id/content/3834/slash/0/pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari/
http://almanhaj.or.id/content/3834/slash/0/pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari/
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3. Macam-macam ‘urf
Para ulama ushul figh membagi ‘wrfkepada tiga macam :**
a. Ditinjau dari segi objeknya, ‘urfdibagi menjadi dua yaitu :

1) Urf lafzi yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
lafal/ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang
dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-
kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging
mencakup seluruh daging yang ada.

2) ‘Urf ‘amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Contohnya yaitu
kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil
barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas,
seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.

b. Ditinjau dari segi cakupannya, ‘urfdibagi menjadi dua yaitu :

1) ‘Ut ‘am yaitu adat kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku
bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga
tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh,
dan hanya dibatasi oleh jarak yang maksimum.

2) ‘Urf khas yaitu adat kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu
masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya,

kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai

* Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta : Logos, 1996), 139-141.
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alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan
dua orang saksi.
c. Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urfdibagi menjadi dua yaitu :

1) ‘Urf sahih yaitu adat kebiasaan yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghilangkan
kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada
mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki
memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak
dianggap sebagai mas kawin.

2) ‘Urf fasid yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-
dalil syara’. Dengan kata lain, ‘urf yang dapat mengubah
ketentuan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya. Misalnya,
kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan

riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

4. Syarat ‘urf
Tidak semua ‘urf bisa dijadikan landasan hukum. Akan tetapi,
harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *°
a. ’Urf itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas
persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu,

* Nazar Bakry, Figh dan Ushul Figh, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 238.
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kalau hanya merupakan ‘urf orang-orang tententu saja, tidak bisa
dijadikan sebagai sebuah landasan hukum.

b. ’Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya. Artinya ’urfitu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan
ditetapkan hukumnya.

c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas
dalam suatu transaksi.

d. Tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum yang dikandung

tidak bisa diterapkan.

5. Kedudukan ‘urfdalam penetapan hukum

Mayoritas ulama menyepakati kedudukan ‘urf sebagai dalil
hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil
hukum yang mustaqill (mandiri). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah
yang paling banyak menggunakan ‘urf'sebagai dalil, dibandingkan dengan
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. *°

Pendapat Ibn Hajar seperti disebutkan al-Khayyatah bahwa ulama
Syafi’iyah mensyaratkan penerimaan ‘urf sebagai dalil hukum, apabila
‘urf tidak bertentangan dengan nas, demikian halnya dengan ulama
Hanabilah. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan ‘urf’
sebagai dalil hukum yang mustagill dalam masalah-masalah yang tidak

ada nasnya yang gqgath’i dan tidak ada larangan syara’ terhadapnya.

* Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., 212.
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Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf'dan memandangnya sebagai dalil
hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil yang lain,
yakni sunnah. *’

‘Urf sahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam
pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya ketika
membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu
tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut
masyarakat tersebut. Begitu juga bagi scorang Qadhi juga harus
memelihara ketika mengadili karena sesuatu yang telah dikenal manusia
tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan
dianggap ada kemaslahatannya serta tidak bertentangan dengan syara’
maka harus dipelihara.

Bagi umat Islam hukum adat setempat masih dapat dipandang
berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan nas al-Qur’an dan
sunah Rasul. Di samping itu, perkataan atau perbuatan dapat dibenarkan
karena memang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat,
dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan.*®

Adapun ‘urf fasid tidak harus dipelihara, karena memeliharanya
berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Apabila

manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak, maka

*" Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani : Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta : Logos, 1999), 34-35.

* Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII
Press, 2000), 6.
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bagi ‘urftidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan
tetapi jika ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad rusak ini apakah
dianggap termasuk darurat atau kebutuhan. Jika hal itu termasuk darurat
atau kebutuhan mereka maka akad rusak tersebut diperobolehkan, karena
darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharmankan, sedangkan
kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan
termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad
tersebut dihukumi batal berdasarkan ini ‘urf tidak diakui. **
Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah menurut
perubahan ‘urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Sebagai
konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti

perubahan ‘urftersebut. Dalam konteks ini berlaku kaidah yaitu:

Sy ol iV 115 SN Y 55 5 2

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan
waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara’ yang
tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah

sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.”'

¥ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Figh, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 1996), 136.

*% Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., 215.

31 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam..., 137.



